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TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2OO5

B I S M' LLA H I R RA H M AN I R RA H I M

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

irenimbang ,

WALIKOTA BANDA ACEH.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah merupakan wujud Pengelolaan
Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap Tahun
dengan Peraturan Daerah/Qanun;
bahwa pasal 23 Kepmendagri Nomor 29 Tahun
2002, Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD yang telah disetujui DPRD, disahkan oleh
Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah
tentang APBD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Qanun Kola Banda Aceh tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2005;



Itengingat :1 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota
Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor '12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor '18 Tahun '1997 lenlang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ientang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
'1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3893);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah lstimewa
Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor '114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4134);
Undang-Undang Nomoll7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran NegaE Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negafa
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
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'15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

'16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952):

17 Peraturan Pemerintah Nomo. 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 4021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

18. Peraturan Pemerintah Nomo|105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2O2, Tambahan
Lembaran Negara Nomo( 4022),

19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lemoaran
Negara Nomor 4027);

21 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Oaerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
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